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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 240/PMK.01/2015

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi

hukum bidang keuangan dan kekayaan negara yang

terpadu dan terintegrasi, didasarkan pada ketentuan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 76/PMK.01/2007 tentang Jaringan Dokumentasi

Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Departemen

Keuangan;

b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan

Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan

Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional yang

menjadi pedoman untuk pengelolaan jaringan

dokumentasi dan informasi hukum secara nasional,

perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan

tersebut dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Jaringan
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Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan

Kementerian Keuangan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 82);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 199);

3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian

Keuangan;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014

tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan

Kementerian Keuangan Tahun 2014-2015;

Memperhatikan: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02

Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis

Dokumentasi Dan Informasi Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

lingkungan Kementerian Keuangan yang selanjutnya

disingkat JDIH Kementerian Keuangan adalah wadah

pendayagunaan bersama atas dokumen hukum bidang

keuangan dan kekayaan negara secara tertib, terpadu,

dan berkesinambungan, serta merupakan sarana

pemberian pelayanan informasi hukum bidang keuangan

dan kekayaan negara secara lengkap, akurat, mudah,

dan cepat.

2. Dokumen Hukum Bidang Keuangan dan Kekayaan

Negara selanjutnya disebut Dokumen Hukum adalah

produk hukum termasuk namun tidak terbatas pada

peraturan perundang-undangan bidang keuangan dan

kekayaan negara dan buku hukum.

3. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bidang

Keuangan dan Kekayaan Negara adalah kegiatan

pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian,

dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan

kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH Kementerian

Keuangan.

Pasal 3

JDIH Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 bertujuan untuk:
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a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Bidang Keuangan dan Kekayaan

Negara yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan

Kementerian Keuangan;

b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi

hukum bidang keuangan dan kekayaan negara yang

lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan

mudah;

c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat

JDIH dan Anggota JDIH serta antar sesama Anggota

JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan

informasi hukum bidang keuangan dan kekayaan negara;

dan

d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum keuangan

dan kekayaan negara pada khususnya dan hukum

nasional pada umumnya serta pelayanan kepada publik

sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik,

transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB II

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM KEMENTERIAN KEUANGAN

Pasal 4

(1) Organisasi JDIH Kementerian Keuangan terdiri atas:

a. Pusat JDIH; dan

b. Anggota JDIH.

(2) Biro Hukum Sekretariat Jenderal merupakan Pusat JDIH

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran;

b. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan

Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak;

c. Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan

dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
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d. Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

e. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat,

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

f. Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan;

g. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Resiko;

h. Sekretariat Inspektorat Jenderal;

i. Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal; dan

j. Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan.

Pasal 5

Pusat JDIH dan Anggota JDIH melakukan Pengelolaan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Bidang Keuangan dan

Kekayaan Negara dengan menyediakan sarana dan prasarana,

sumber daya manusia, dan anggaran.

Pasal 6

Dalam rangka melakukan kegiatan Pengelolaan Dokumentasi

dan Informasi Hukum Bidang Keuangan dan Kekayaan

Negara, Pusat JDIH dan/atau Anggota JDIH dapat melibatkan

instansi vertikal Kementerian Keuangan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI PUSAT JDIH DAN ANGGOTA JDIH

Bagian Kesatu

Pusat JDIH

Pasal 7

(1) Pusat JDIH bertugas melakukan pembinaan,

pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIH yang

meliputi:

a. organisasi;

b. sumber daya manusia;
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